
Lampiran I. Bukti Surat Setoran Pajak Daerah 
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Lampiran II. Surat Teguran Pajak Hotel 



Lampiran III. Alur Pembayaran Pajak Hotel di BPKPD Kabupaten Magetan 
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Lampiran IV Hasil Wawancara di Bpkpd Kabupaten Magetan dengan 

Karyawan 

 
a. Dokumentasi Wawancara Oleh Bidang Pendataan 
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Lampiran : Wawancara Kabid BPKPD Kapupaten Magetan 

Narasumber : Kepala Bidang Pendataan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses 

pengumpulan data hotel 

yang terdaftar di Kabupaten 

Magetan dilakukan di Dinas 

BPKPD? 

Proses pengumpulan data hotel di 

Kabupaten Magetan dilakukan oleh Dinas 

BPKPD melalui berbagai cara. Kami 

melakukan pendataan lapangan langsung 

dengan turun mendata serta mendapatkan 

informasi dari masyarakat mengenai 

keberadaan hotel-hotel baru. 

2. Bagaimana caranya Kantor 

BPKPD memastikan bahwa 

data yang mereka miliki 

tentang hotel dan pajaknya 

benar-benar akurat dan 

terkini di bagian pendataan? 

Data hotel dan pajaknya diklasifikasikan 

secara sistematis. Kami juga melakukan 

survei lapangan setiap minggu untuk 

memastikan bahwa data yang kami miliki 

selalu akurat dan terkini. 

3. Bagaimana Kantor BPKPD 

memanfaatkan teknologi 

atau sistem informasi dalam 

mengelola dan memperbarui 

data hotel seperti perubahan 

kepemilikan? 

Kantor BPKPD memanfaatkan teknologi 

dan sistem informasi dengan 

mengintegrasikan data dari BPHTB setiap 

kali ada proses balik nama. Kami juga 

menerima laporan langsung dari hotel jika 

terjadi perubahan kepemilikan, potensi 
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  kamar, penambahan perlengkapan, dan 

lainnya. 

4. Bagaimana Kantor BPKPD 

menangani data hotel yang 

baru saja beroperasi atau 

baru terdaftar, dan 

bagaimana proses pendataan 

awal tersebut dilakukan? 

Untuk hotel yang baru beroperasi atau baru 

terdaftar, kami melakukan kunjungan 

langsung ke lokasi. Kami mendata 

informasi kepemilikan, jumlah kamar, dan 

tarif yang berlaku untuk memastikan 

pendataan awal yang akurat. 

5. Apakah ada audit internal 

yang dilakukan oleh tim 

pendataan untuk memastikan 

bahwa data hotel yang ada 

selalu akurat dan lengkap? 

Jika ya, bagaimana proses 

audit tersebut? 

Ya, ada audit internal yang dilakukan oleh 

tim pendataan. Kami melakukan self- 

assessment untuk WP (Wajib Pajak) hotel, 

di mana WP melaporkan dan menghitung 

sendiri pajaknya serta melakukan 

pembayaran. Namun, seringkali ada WP 

yang mencoba mengurangi jumlah pajak 

yang dibayar meskipun hotelnya ramai. 

Oleh karena itu, kami melakukan 

pemeriksaan dengan meminta data 

keuangan bulanan sebagai langkah awal, 

serta melakukan survei lapangan untuk 

memastikan keakuratan data. 
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b. Dokumentasi Wawancara Oleh Bidang Penagihan 

Lampiran : Wawancara Kabid BPKPD Kapupaten Magetan 

Narasumber :  Sekretaris Bidang Penagihan 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana proses penagihan 

pajak hotel yang terdaftar 

tetapi belum membayar 

kewajiban pajaknya di Dinas 

BPKPD? 

Proses penagihan pajak hotel yang 

terdaftar tetapi belum membayar 

kewajiban pajaknya dimulai dengan 

pengiriman Surat Tagihan Pajak Daerah 

(STPD). STPD dikirim kepada hotel 

yang belum membayar pajak sebagai 

pengingat dan untuk memberi tahu 

jumlah pajak yang terutang beserta 

denda yang mungkin dikenakan. Jika 

hotel masih tidak membayar setelah 
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  menerima STPD, langkah berikutnya 

adalah menghubungi pihak hotel 

melalui telepon atau surat resmi. Jika 

masih belum ada pembayaran, Dinas 

BPKPD dapat melakukan kunjungan 

langsung ke hotel untuk melakukan 

penagihan. 

2. Bagaimana komunikasi antara 

Dinas BPKPD dan hotel yang 

belum membayar pajak 

dilakukan, dan apa upaya yang 

dilakukan untuk mendorong 

mereka agar membayar 

kewajiban pajak mereka tepat 

waktu? 

Komunikasi antara Dinas BPKPD dan 

hotel yang belum membayar pajak 

dilakukan melalui beberapa cara, 

termasuk pengiriman surat resmi, 

panggilan telepon, dan kunjungan 

langsung ke hotel. Upaya tambahan 

yang dilakukan untuk mendorong 

pembayaran tepat waktu termasuk 

pemberian sosialisasi tentang 

pentingnya pembayaran pajak, 

pengingat berkala melalui telepon atau 

pesan teks, serta penawaran skema 

pembayaran angsuran bagi hotel yang 

mengalami kesulitan keuangan. Kami 

juga bekerja sama dengan komunitas 
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  Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia 

(PHRI) untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan anggota mereka. 

3. Apakah ada strategi khusus 

yang diterapkan untuk 

menangani hotel yang enggan 

atau tidak mampu membayar 

pajak mereka? 

Untuk hotel yang enggan atau tidak 

mampu membayar pajak, Dinas BPKPD 

memberikan tambahan waktu 

pembayaran. Hal ini dilakukan untuk 

memberi kesempatan kepada hotel agar 

dapat memenuhi kewajiban pajak 

mereka. Kami juga memberikan 

pemahaman mengenai konsekuensi 

hukum dan sanksi yang mungkin 

dikenakan jika mereka tidak membayar 

tepat waktu. Selain itu, kami 

mengadakan pertemuan dengan pemilik 

hotel melalui forum PHRI untuk 

membahas masalah dan mencari solusi 

bersama. 

4. Bagaimana Dinas BPKPD 

menangani hotel-hotel yang 

memiliki tunggakan pajak 

dalam jangka waktu yang 

Saat ini, hotel-hotel di Magetan tidak 

memiliki tunggakan pajak yang 

signifikan karena belum ada sanksi 

hukum yang diterapkan. Tunggakan 
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 lama? Apakah ada tindakan 

hukum atau sanksi yang 

diterapkan? 

hanya dicatat di kantor Dinas BPKPD 

dan biasanya terkait dengan PBB, 

reklame, dan PAT. Tindakan yang 

diambil lebih bersifat administratif dan 

bertujuan untuk mengingatkan dan 

mendorong hotel membayar pajak. 

Upaya yang dilakukan termasuk 

pengiriman surat peringatan dan 

kunjungan langsung untuk membahas 

masalah pembayaran pajak dengan 

manajemen hotel. 
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Magetan tahun 2021. Jenjang pendidikan berikutnya ditempuh pada Program 

Studi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI 

Madiun. Semasa Mahasiswa aktif dalam Organisasi kemahasiswaan diantaranya 

adalah anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) TAXCTA pada 
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